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BAB 1

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pernikahan merupakan kebutuhan hidup seluruh manusia sejak
zaman dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang samp.ai akhir
zaman. Karena itu perkawinan merupakan masalah yang selalu hangat di
kalangan masyarakat dan di dalam peraturan hukum.’

Dari perkawinan timbul suami istri dan kemudian hubungan antara
orang tua dengan anak-anaknya. Ikatan perkawinan adalah ikatan lahir
batin dan tanggung jawab yang berlanjut, bukan hanya sekedar hubungan
perdata antara sesama manusia sewaktu hidup di dunia tetapi akan
dipertanggung jawabkan di akhirat kelak. Dengan kata lain pernikahan
menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri.

Islam sebagai agama yang bersifat universal, yang meliputi segala
aspek kehidupan manusia, mengatur pula bagaimana seharusnya

pemenuhan kebutuhan itu dilakukan. Kebutuhan ini merupakan

! Bakri A, Rahman dan Ahmad Sukarja, Hukum Perkawinan Menurut Islam, UU Perkawinan
dan BW, (Jakarta: PT. Hidakarya Agung, 1981), Cet. ke-1, h.1




kewajiban seseorang terhadap tanggungan yang dipikulnya, lebih
konkritnya adalah memberi nafkah kepada keluarga.

Menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974, adalah
kewajiban bagi seorang suami untuk memberi nafkah kepada
keluarganya. Konsekuensi kewajiban suami untuk memberi nafkah ini
disebabkan pula dari kedudukannya sebagai kepala keluarga,

sebagaimana Hadits Rasulullah SAW:

‘*—ﬂf—méﬁé@muc\-aels”wJﬁw‘

AR IR R -SSR PY WA PP SRR ST A

Ll el o Lel “3/43‘54333&% Jf—zbdAJU
(bl ol ) Aie Ty e U sl ;‘*SXSJE_UESX&’

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar r.a. dari Nabi s.aw. sabdanya :
“Masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan masing-
masing dari kalian akan ditanya (diminta pertanggung jawaban)
atas apa yang dipimpinnya. Seorang amir adalah pemimpin.
Seorang laki-laki adalah pemimpin keluarganya. Seorang istri
adalah pemimpin atas rumah suaminya serta anaknya. Oleh
karenanya masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan
masing-masing dari diminta pertanggung jawaban tentang apa
yang dipimpinnya”

(H.R. Bukhari)*

? Imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al- Bukhari, Shahih Bukhari (terjemah), oleh

Achmad Sunarto dkk, Jilid VII, (Semarang: Asy- Syifa’, 1992), Cet. ke-1 h. 126




Hukum Islam juga Undang-undang No. 1 tahun 1974 mengatur
semué itu. Sebab masalah pemberian nafkah penting artinya bagi
kelangsungan hidup sebuah keluarga.

Peréoalan yang timbul kemudian adalah sejauh mana kewajiban
memberi nafkah yang harus diberikan si suami ?, siapa saja yang berhak
medapat nafkah ? dan apa syarat-syaratnya ?.

Persoalan yang timbul kemudian di atas akan semakin tenggelam
dan kurang diperhatikan, karena adanya masyarakat yang buta hukum,
yang tidak tahu hak dan kewajiban mereka dalam memberi nafkah,
sehingga pelaksanaan nafkah belum sempurna seperti yang digariskan
dalam hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 tahun 1974.

Keadaan di atas menggugah penulis untuk menuangkan ke dalam
suatu tulisan berupa skripsi. Dalam pembahasan ini, terdapat dua dasar
pengambilan yang menjadi acuan penulisan ini, yaitu hukum Isiam dan
UU No. 1 tahun 1974, yang kemudian penulis akan mencoba
menganalisanya.

Alasan penulis membahas skripsi ini adalah:




1. Agar kita mengetahui persamaan dan perbedaan antara UU No. 1
tahun 1974 dan hukum Islam mengenai nafkah.

2. Agar kita mengetahui adakah hal-hal yang menghilangkan
kewajiban suami untuk memberi nafkah pada keluarganya ?.

3. Agar kita mengetahui berapakah kadar nafkah dan apa saja yang
termasuk kategori nafkah yang wajib diberi oleh suami pada
keluarganya ?.

4. Judul ini belum pernah dibahas dalam bentuk skripsi pada fakultas

Syariah Institut Illmu Al-Quran Jakarta.

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah
Rumah tangga mempunyai sejumlah kebutuhan seperti sandang,
papan dan lain-lainnya. Suamilah yang menanggung kebutuhan rumah
tangga ini. Bagi suami, memberi nafkah keluarga adalah kewajiban yang
mesti ditunaikan, sedangkan bagi istri menerima nafkah adalah haknya.’
Menurut hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 pasal 34 ayat (1),

yang wajib bekerja mencari natkah adalah suami, bukan istri. Kalaupun

* Humaidi Tatapangarsa, Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Hukum Islam, ( Jakarta:
Kalam Mulia, 1995), Cet. ke-2 h. 5




di masa modern ini istri-istri ikut bekerja mencari kehidupan,
sesungguhnya apa yang dengan susah payah mereka lakukan itu bukan
kewajiban mereka.

Adapun pembatasan masalah dalam skripsi ini adalah bahwa yang
dimaksud “nafkah” dalam tulisan ini yaitu apa-apa yang berhubungan
dengan kebutuhan lahir saja. Juga mengenai kata “keluarga” dalam
tulisan ini juga dibatasi yaitu, istri dan anak-anaknya. Kalau nanti muncul
pembahasan tentang nafkah keluarga selain istri dan anak-anaknya, itu
hanyalah sebagai pelengkap dari tulisan ini.

Adapun mengenai perumusan masalah dalam skripsi ini adalah: (1)
Bagaimana hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 mengatur kewajiban
seorang suami dalam memberi nafkah, (2) Mengenal masalah-masalah
yang menyangkut nafkah, misalnya: a. Suami terlanjur memberi nafkah,
b. Hutang nafkah, c. Nafkah suami ghaib, (3) Mengenai persoalan-
persoalan yang menyangkut nafkah seperti : kadar nafkah, macam dan

jenis nafkah, orang-orang yang berhak mendapatkan dan syarat-syarat

mendapatkan nafkah.




C. Metode Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan metode
penelitian perpustakaan (Library Research) dari berbagai karya para
ulama, cendikiawan dan sarjana, dimaksudkan bahwa dengan
menggunakan penelitian ini dapat ditemukan sumber-sumber yang cukup
valid dan representatif, juga literatur-literatur lain yang berkaitan dengan
pembahasan judul skripsi ini, hal ini adalah sangat penting untuk
mengkaji lebih mendalam tentang pemberian nafkah oleh seorang suami
terhadap keluarganya.

Sedangkan teknik penulisannya, penulis menggunakan teknik yang
biasa dipakai dalam pembahasan karya tulis ilmiyah yang dalam hal ini
berpedoman pada buku “Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan disertasi

IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta”.

D. Sistematika Penulisan
BAB I : Merupakan Pendahuluan, di dalamnya dijelaskan tentang

alasan pemilihan judul, pembatasan dan perumusan masalah,

metode penulisan dan sistematika Penulisan.




BABII : Membahas tentang tinjauan umum tentang nafkah menurut
hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang meliputi:
pengertian dan dasar hukum nafkah, macam dan jenis nafkah
serta beberapa permasalahan yang menyangkut nafkah.

BABIII : Membahas tentang perihal nafkah dalam keluarga, menurut
hukum Islam dan UU No. 1 tahun 1974 yang meliputi:
kewajiban memberi nafkah dan kadar nafkah, orang-orang
yang berhak mendapatkan nafkah dan syarat-syarat
mendapatkan nafkah serta analisis penulis tentang kewajiban
suami dalam memberi nafkah keluarga.

BAB IV: Merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-

saran penulis.




BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Antara Hukum Islam dan UU No.1 Th 1974, tidak ada perbedaan
dalam hal mewajibkan seorang suami memberi nafkah kepada
keluarganya. Keduanya berpendapat bahwa ketika akad nikah telah
terjadi maka secara otomatis segala keperluan istri dibebankan
kepada suami. Dengan kata lain, suamilah yang bertanggung jawab
atas segala keperluan keluarganya.

2. Dalam hal menafkahi, terjadi banyak permasalahan diantaranya:

a. Jika suami terlanjur menafkahi, sedangkan terjadi hal-hal yang
menghalangi kewajiban seorang suami untuk menafkahi, maka
menurut madzhab Syafi’i suami berhak untuk mencabut
kembali, sedangkan menurut Madzhzb Hanafi pencabutan itu
tidak dibenarkan.

b. Jika suami berhutang nafkah dan tidak bisa membayarnya maka

1stri berhak mengajukan gugatan cerai.
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c. Jika suami tidak diketahui keberadaannya, maka istri telah
habis sedangkan suami belum kembali, istri mengajukan
gugatan cerai.

3. Nafkah dalam keluarga meliputi 2 nafkah: jasmani dan rohani,
nafkah jasmani terdiri atas pakaian, makanan dan tempat
tinggal, sedangkan yang dimaksud nafkah rohani adalah
pergaulan yang baik. Mengenai kadar nafkah, ini tergantung
pada kemampuan dan kondisi lingkungan dimana suatu keluarga
bertempat tinggal.

4.  Menurut Hukum Islam, suami‘ berkewajiban memberi nafkah
kepada istrinya dan jika mempunyai kemampuan maka ia juga
berkewajiban memberi nafkah kepada kerabat dan pada sesuatu
yang dimilikinya, Seperti:

5. Menurut Undang-undang No. 1 Th. 1974 yang berhak

mendapatkan nafkah adalah istri dan anaknya saja.

B. Saran-saran

Dalam akhir skripsi ini, penulis ingin mengemukakan beberapa

saran kepada kaum muslimin agar lebih aktif mengisi dirinya dengan



73

ilmu-ilmu keagamaan, terutama yang menyangkut masalah keluarga
dan lingkungan sekitarnya, sehingga mengetahui hak dan kewajiban
masing-masing di dalam mereka berkeluarga nantinya. Dengan
demikian akan terbina dan tercipta sebuah keluarga yang harmonis
(sakinah mawaddah warahmah).

Selain itu juga disarankan bagi para calon suami agar
menyiapkan dirinya untuk memenuhi kewajibannya nanti di dalam
keluarga, yakni setelah berkeluarga kewajiban memberikan nafkah,
dengan jalan mempersiapkan dirinya dalam kekuatan di bidang
ekonomi. Karena masalah nafkah ini merupakan salah satu penentu

dan periunjuk dalam menciptakan kelurga yang kekal dan bahagia

sesuai dengan keinginan kita semua.
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